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ABSTRAK 
Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami 

dan istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan maupun hal-

hal lain yang disepakati sebelum atau selama perkawinan. Sebelum Putusan 

Mahkamah Konstitusi, perjanjian pranikah hanya dapat dibuat sebelum atau pada 

saat perkawinan berlangsung. Namun setelah adanya putusan tersebut, perjanjian 

perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, sehingga memperluas 

ruang lingkup penerapan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implikasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pranikah 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta mengetahui batasan penerapannya 

dalam hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah 

penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas penerapan 

asas kebebasan berkontrak dengan memberikan kesempatan kepada pasangan 

suami istri untuk membuat, mengubah, atau membatalkan perjanjian perkawinan 

selama perkawinan berlangsung. Putusan ini memberikan perlindungan hukum 

yang lebih baik bagi hak-hak para pihak, khususnya terkait pengelolaan harta 

kekayaan. Akan tetapi, kebebasan berkontrak dalam perjanjian pranikah tetap 

dibatasi oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan, kesusilaan, ketertiban 

umum, serta tidak boleh merugikan pihak ketiga. Oleh karena itu, penerapan asas 

kebebasan berkontrak harus tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, 

dan itikad baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak maupun pihak 

lain yang terkait. 

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Pranikah, Putusan 

Mahkamah Konstitusi, Hukum Perdata. 



ABSTRACT 

A prenuptial agreement is an agreement entered into by a 

prospective husband and wife to regulate the legal relationship regarding 

property and other matters agreed upon before or during the marriage. Prior 

to the Constitutional Court’s ruling, prenuptial agreements could only be 

entered into before or at the time of the marriage. However, following that 

ruling, prenuptial agreements may now be entered into during the marriage, 

thereby expanding the scope of application of the principle of freedom of 

contract. This study aims to analyze the implications of the principle of 

freedom of contract in prenuptial agreements following the Constitutional 

Court’s ruling and to identify the limitations on its application under 

Indonesian civil law. The research method employed is normative legal 

research utilizing the statutory approach and the conceptual approach. The 

legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, 

which were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that 

Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 broadens the 

application of the principle of freedom of contract by allowing married 

couples to create, amend, or rescind a marriage agreement during the course 

of their marriage. This decision provides better legal protection for the rights 

of the parties, particularly regarding the management of marital property. 

However, freedom of contract in prenuptial agreements remains limited by 

statutory provisions, public morality, public order, and must not cause harm 

to third parties. Therefore, the application of the principle of freedom of 

contract must still take into account the principles of justice, legal certainty, 

and good faith so as not to cause harm to the parties or other related parties. 

Keywords: Principle of Freedom of Contract, Prenuptial Agreement, 

Constitutional Court Ruling, Civil Law. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



MOTTO 

Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat 

Bukan Menjadi Alasan Untuk Menyerah, Setiap Orang Memiliki  

Proses Yang Berbeda.  

PERCAYA PROSES Itu Yang Paling Penting, Karena Allah Telah 

Mempersiapkan Hal Baik Dibalik Kata Proses Yang Kamu Anggap Rumit. 
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